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Abstrak
 

Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima,

Studi Kasus di Pasar Ciputat, Tangerang, Banten." Penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki

lima merupakan salah satu permasalahn kota yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Selama ini

kebijakan yang diterapkan adalah mengusir dan menggusur para pedagang kaki lima karena dinggap

membuat kotor, kumuh dan macet. Padahal di sisi lain, pedagang kaki lima mempunyai daya serap tenaga

kerja yang tinggi apalagi pasta krisis ekonomi. Pemerintah daerah Tangerang juga memberikan perhatian

khusus terhadap penanganan pedagang kaki lima dengan menggelar operasi penertiban. Namun, operasi

penertiban ini tidak efektif membuat jera para pedagang kaki lima dan bahkan mereka seolah-olah "main

petak umpet" dengan aparat.

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif karena

tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima

di pasar Ciputat. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta

observasi langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan

penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.

 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup sepuiar sektor informal, lebih spesifik tentang

karakteristik usnum pedagang kaki lima, peranan pedagang kaki lima, permasalahan yang seringkali muncul

akibat keberada pedagang kaki lima, dan beberapa penanganan pedagang kaki lima. Teori yang terkait

dengan penelitian ini juga adalah teori kebijakan publik, baik itu sebagai produk, proses, dan analisis,

implementasi kebijakan publik dan variable yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik

 

Berdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima tidak berjalan

dengan baik karena terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yakni

tidak mengikuti prosedur yag telah ditetapkan dalam SK Bupati No. 180 tahun 1995 tentang Petunjuk

Teknis Praktis Penegakan Hukum dalam Bidang Pemerintahan. Penyimpangan itu antara lain adalah tidak

adanya sangsi berupa tindak pidana ringan bagi para pelanggar dan tidak adanya sikap konsistensi aparat

pemerintah terhadap operasi penertiban pedagang kaki lima. Dari implementasi kebijakan yang sedemikian

rupa menghasilkan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keindahan, kebeisihan dan

ketertiban hanya dapat dirasakan secara sementara. Tidak berhasilnya penertiban tersebut disebabkan oleh

beberapa kendala yakni kendala internal meliputi tidak adanya SOP (Standart Operating Procedures), tidak

adanya kesepahaman antar aparat pemerintah, terbatasnya personil aparat pemerintah, terbatasnya dana

operasional dan kendala eksternal yang terdiri dari rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan terbatasnya

lahan dagang di pasar Ciputat.
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Hasil analisis mengemukakan kebijakan yang diterapkan Pemda Tangerang dalam menangani pedagang

kaki lima termasuk dalam-kategori relokasi sangat keras karena dilarang berjualan kembali di tempat yang

dilarang tanpa ada solusi alternatif yang memihak pedagang kaki lima. Terdapat beberapa point yang tidak

terpenuhi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di ciputat baik dari aspek

komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan

dikategorikan unseccesfull implementation.

 

Oleh karena itu perlu ada beberapa perbaikan yakni pada aspek dasar hukum sebagai landasan operasional

yang perlu dibuat juknis penertiban dan direvisi perda tentang penertiban, dialokasikan dana operasional

dalam APBD secara tepat, adanya komunikasi antara Camat dengan dinas yang terkait dalam menangani

pedagang kaki lima, ditambahnya personil satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kinerjanya dan

disediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di lahan pasar Ciputat.


